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Abstract
In the world of health services, the relationship between law and medical
practice is something that is difficult to control because it is related to good
and transparent communication between all parties involved, including
doctors, patients and legal parties. The research method used in this study is
literature where theory is taken according to the research context. Research
ARTICLEINFO  findings show that legal relationships in health services are an important
Article history:  aspect that regulates behavior and responsibilities between health service

Received providers, patients and other related parties. The application of the law in
January 14,2024 the context of health care helps ensure safety, quality and protection of
Revised patient rights. Apart from that, in the context of health services there is also a
March 23,2024  contract between the health service provider and the patient, which
Accepted regulates the rights and obligations of each party. This contract protects

April 02,2024  patients from malpractice, misuse of medical information, and ethical lapses.
This research also makes a contribution to law and health where the
relationship between law and health services ensures the protection of
patient rights, maintains the quality of health services, and creates a
framework for resolving conflicts and improving health policies
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PENDAHULUAN

Hubungan antara hukum dan Indonesia merupakan aspek penting dalam sistem
hukum negara ini (Laily, 2022). Hukum memainkan peran yang sangat penting dalam tata
kelola dan administrasi Indonesia, membentuk berbagai aspek masyarakat, politik, dan
kegiatan ekonomi (Yuliyanto dkk., 2022). Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering
melakukan hubungan hukum dalam melaksanakan kegiatannya (Astuti & Supriyono,
2020). Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang mana
dalam hubungan ini ada hak dan kewajiban suatu pihak yang berhadapan dengan hak dan
kewajiban pihak yang lain. Salah satu contoh hubungan hukum dari kegiatan manusia
dapat timbul dalam bidang Kesehatan (Siregar, 2020).

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam diri manusia. Maka dari itu,
negara mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan Kesehatan dalam undang-
undang ataupun peraturan lainnya. Dalam Undang-undang No. 17 tahun 2023 tentang
Kesehatan, terdapat penjelasan dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam bidang
Kesehatan (Kesuma, 2024).

Pada Undang-undang No. 17 tahun 2023 pasal 1 butir 1, dijelaskan bahwa
Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan
bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Sehingga
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untuk mendapatkan Kesehatan tersebut perlu adanya suatu upaya Kesehatan (Kesuma,
2024). Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan
yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan
meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif (peningkatan
kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (penyembuhan penyakit),
rehabilitatif (pemulihan Kesehatan), dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan/atau masyarakat (Kesuma, 2024).

Dengan adanya upaya Kesehatan yang dilakukan, maka terdapat juga suatu
pelayanan Kesehatan (Thomas dkk. 2024). Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk
kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung
kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat
Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau
paliatif (Kesuma, 2024).

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan harus dilakukan oleh Sumber Daya Manusia
Kesehatan (Suslovic & Lett, 2024). Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang
yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal
Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam
melakukan Upaya Kesehatan (Kesuma, 2024). Adanya kewenangan yang dimiliki oleh
Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan bentuk adanya hubungan hukum antara
Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan Pasien. Pasien adalah setiap orang yang
memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan
(Kesuma, 2024). Dalam Undang-undang No. 17 tahun 2023 Pasal 1 butir 6 yang dimaksud
dari Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan
serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui Pendidikan
profesi kedokteran atau kedokteran gtgr yang memerlukan kewenangan untuk melakukan
Upaya Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan adalah setiap
orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional,
pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan (Pasal 1 butir 7 Undang-
Undang No. 17 tahun 2023).

Dari serangkaian pelaksanaan Upaya Kesehatan, perlu juga adanya Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang baik untuk tercapainya Kesehatan bagi masyarakat. Fasilitas
Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk
menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat
dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang
dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (Pasal 1 butir
8 Undang-Undang No. 17 tahun 2023).

METODE

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah literatur. Metode penelitian
literatur adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan
menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur yang telah ada (Zed, 2004). Dalam
penelitian literatur, peneliti tidak mengumpulkan data baru melalui observasi atau
eksperimen, tetapi mereka menggali pengetahuan yang sudah ada dalam bentuk buku,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan hukum (rechtbetrekkingen) adalah hubungan antara dua subyek hukum
atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan
kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum memiliki syarat-syarat yaitu adanya dasar
hukum dan adanya pristiwa hukum (Soeroso, 2006).
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peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak. Berdasarkan
peristiwa hukum, hubungan hukum dibedakan menjadi :

1. Hubungan hukum yang bersegi satu, yaitu dimana hanya terdapat satu pihak yang
berwenang memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu, sedangkan pihak yang lain
hanya memiliki kewajiban.

2. Hubungan hukum bersegi dua, yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai
adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-
masing berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya
masing-masing pihak juga berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak lainnya.

3. Hubungan antara satu subyek hukum dengan semua subyek hukum lainnya, yaitu
hubungan ini terdapat dalam hal hak milik (eigendomrecht).

Selain itu, hubungan hukum juga dapat dibedakan berdasarkan sudut pandang sifat
hubungannya, sehingga hubungan hukum dapat dibedakan menjadi :

1. Hubungan hukum timbal balik: para pihak yang berhubungan sama-sama memiliki
hak dan kewajiban; dan

2. Hubungan hukum timpang: salah satu pihak hanya memiliki hak, sementara pihak
yang lain hanya memiliki kewajiban (Bourke dkk., 2021).

Jika ingin mengetahui jenis hubungan hukum yang terjadi pada suatu hal, maka
penting untuk mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang ada atau dimiliki oleh para
pihak yang terkait dalam hubungan hukum tersebut (Saidi, 2010). Dalam Pelayanan
Kesehatan, masyarakat akan mendapatkan Upaya Kesehatan yang dilakukan oleh Sumber
Daya Manusia Kesehatan (Hall dkk., 2024). Sehingga masyarakat memiliki hak dan
kewajiban yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Sumber Daya
Manusia Kesehatan. Dari hak yang dimiliki masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan, maka
timbul adanya kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang merupakan bagian
dari Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki masyarakat
dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (Sieffien dkk., 2024).

Hal tersebut diatur dalam Undang-undang No. 17 tahun 2023 yaitu berupa :

Hak masyarakat
(Pasal 4 ayat (1))

Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan (SDM KESEHATAN)
(Pasal 274)

Mendapatkan perawatan Kesehatan sesuai
dengan standar Pelayanan Kesehatan

Memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai
dengan standar profesi, standar pelayanan
profesi, standar prosedur operasional, dan
etika profesi serta kebutuhan Kesehatan
Pasien

Menerima atau menolak sebagian atau
seluruh tindakan pertolongan yang akan
diberikan kepadanya setelah menerima dan
memahami informasi mengenai tindakan
tersebut secara lengkap

Memperoleh persetujuan dari Pasien atau
keluarganya atas tindakan yang akan
diberikan

Kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan
pengobatan yang telah ataupun yang akan
diterimanya dari Tenaga Medis dan/atau
Tenaga Kesehatan

Memperoleh  kerahasiaan data  dan | Menjaga rahasia Kesehatan Pasien
informasi Kesehatan pribadinya
Memperoleh informasi tentang data | Membuat dan menyimpan catatan dan/

atau dokumen tentang pemeriksaan,
asuhan, dan tindakan yang dilakukan

Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang
aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat

Merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau
Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai
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mewujudkan derajat Kesehatan yang | kompetensi dan kewenangan yang sesuai
setinggi-tingginya

Selanjutnya terdapat juga hak masyarakat dan kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan yang berdiri dengan sendirinya sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dan
perlindungan bagi masyarakat maupun Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan (Piatkowski
dkk., 2024). Hak masyarakat yang dimaksudkan tersebut adalah berupa: (Pasal 4 ayat (1)
Undang-Undang No. 17 tahun 2023)

a) Hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial;

b) Mendapatkan informasi dan edukasi tentang Kesehatan yang seimbang dan
bertanggung jawab;

c) Mendapatkan akses atas Sumber Daya Kesehatan;

d) Menentukan sendiri Pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara
mandiri dan bertanggung jawab;

e) Mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat Kesehatan;

f) Mendapatkan pelindungan dari risiko Kesehatan.

Sedangkan yang dimaksud dari Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
tersebut berupa: (Pasal 275 Undang-Undang No. 17 tahun 2023)

a) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien
dalam keadaan Gawat Darurat dan/ atau pada bencana.

b) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan
dalam rangka tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan
seseorang pada keadaan Gawat Darurat dan/ atau pada bencana dikecualikan dari
tuntutan ganti rugi.

Selain itu, terdapat juga Hak Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai SDM
Kesehatan yang memiliki keterkaitan dengan Kewajiban yang dimiliki masyarakat dalam
memperoleh Pelayanan Kesehatan. Hak Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yaitu
berupa:( Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2023)

a) Mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan
standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan
etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien

b) Mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau keluarganya

c) Mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

d) Mendapatkan pelindungan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan

e) Mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan kewajiban yang dimiliki masyarakat dalam pelaksanaan Pelayanan
Kesehatan yaitu berupa: (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2023)

a) Mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat

b) Menjaga dan meningkatkan derajat Kesehatan bagi orang lain yang menjadi
tanggung jawabnya

c) Menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat

d) Menerapkan perilaku hidup sehat dan menghormati hak Kesehatan orang lain

e) Mematuhi kegiatan penanggulangan KLB atau Wabah; dan

f) Mengikuti program jaminan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional.

Dari Hak dan Kewajiban masyarakat serta Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
(SDM Kesehatan) tersebut, dapat terlihat bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam
pelayanan kesehatan berdasarkan sudut pandang sifat hubungannya, merupakan
hubungan hukum timbal balik karena para pihak yang berhubungan sama-sama memiliki
hak dan kewajiban (Fitzgerald dkk. 2024). Sedangkan jika berdasarkan sudut pandang
peristiwa hukumnya, hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan merupakan hubungan
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hukum bersegi dua karena merupakan hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya
hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing
berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya masing-masing
pihak juga berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak lainnya (Soljacic dkk., 2024).

Hubungan Hukum Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pasien dalam Pelayanan
Kesehatan

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan memerlukan adanya Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (Hwong dkk., 2024). Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan perantara awal

Fasilitas Pelayanan Kesehatan terbagi menjadi tiga, yaitu :
1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama merupakan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan primer (Pasal 167 ayat (1)
Undang-Undang No. 17 tahun 2023). Pelayanan kesehatan primer adalah pendekatan
kepada seluruh masyarakat untuk mengatur dan memperkuat sistem kesehatan
nasional secara efektif guna mendekatkan layanan kesehatan dan Kkesejahteraan
kepada masyarakat (Mohamed, 2024). Dalam Undang-undang No. 17 tahun 2023 pasal
167 ayat (2), Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama berupa puskesmas, klinik
pratama dan praktik mandiri Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan.

2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut merupakan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan lanjutan yang meliputi
pelayanan spesialistik dan/atau pelayanan subspesialistik (Pasal 168 ayat (1) Undang-
Undang No. 17 tahun 2023). Dalam Undang-undang No. 17 tahun 2023 pasal 168 ayat
(2), Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut berupa Rumah Sakit, klinik utama,
balai Kesehatan dan praktik mandiri Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan.

3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penunjang

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penunjang merupakan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang menunjang Pelayanan
Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan (Pasal 170 ayat (1) Undang-
Undang No. 17 tahun 2023). Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penunjang dapat berdiri
sendiri atau dapat bergabung dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut (Bhuiyan & Haque, 2024).

Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan Pelayanan Kesehatan
kepada masyarakat sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan dan wajib memenuhi
perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat (Aidam dkk., 2024). Dalam Undang-undang No. 17 tahun 2023 pasal 173 ayat (1)
ada beberapa hal wajib lainnya yang dimiliki oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yaitu :

a. Memberikan akses yang luas bagi kebutuhan pelayanan, pendidikan, penelitian,
dan pengembangan pelayanan di bidang Kesehatan

b. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan mengutamakan
keselamatan Pasien

c. Menyelenggarakan rekam medis

Mengirimkan laporan hasil pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan

kepada Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah melalui

Sistem Informasi Kesehatan;
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e. Melakukan upaya pemanfaatan hasil pelayanan, pendidikan, penelitian, dan
pengembangan di bidang Kesehatan;

f. Mengintegrasikanpelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan dalam
suatu sistem sebagai upaya mengatasi permasalahan Kesehatan di daerah

g. Membuat standar prosedur operasional dengan mengacu pada standar Pelayanan

Kesehatan.

Pentingnya dari suatu kewajiban yang dimiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan
berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi pasien. Sehingga
dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan
dilarang mempekerjakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki izin
praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 173 ayat (3)
Undang-Undang No. 17 tahun 2023).

Larangan tersebut tentu penting untuk diperhatikan dan dipatuhi karena Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan akan langsung berhubungan dengan pasien untuk
memberikan Pelayanan Kesehatan. Apabila Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tidak
memiliki izin praktik, maka dapat menimbulkan suatu akibat yang fatal bagi pasien saat
memperoleh Pelayanan Kesehatan (Ali dkk., 2023); (Lebenbaum dkk., 2024).

Meskipun secara umum tidak diatur hak dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
namun dalam ketentuan Pasal 191 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 dirumuskan
bahwa Rumah Sakit mempunyai hak:

a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan
klasifikasi Rumah Sakit;

b. menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan
penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan pelayanan;

d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; e. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;

e. mendapatkan pelindungan hukum dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan; dan

f. mempromosikan layanan Kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat mendapatkan Pelayanan Kesehatan, pasien memiliki hak dan juga
kewajiban yang harus dipenuhinya. Dalam Pasal 276 Undang-undang No. 17 tahun
2023, terdapat beberapa hak pasien yaitu:

a. Mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya

b. Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Pelayanan Kesehatan yang
diterimanya

c. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar
profesi, dan pelayanan yang bermutu

d. Menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang
diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB
atau Wabah

e. Mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis

Meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain

g. Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan.

-

Sedangkan kewajiban pasien yaitu (Pasal 277 Undang-Undang No. 17 tahun
2023):
a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya
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Mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga medis dan tenaga kesehatan
Mematuhi ketentuan yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan
d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

oo

Dari hak dan kewajiban yang dimiliki pasien serta hak dan kewajiban yang dimiliki
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat terlihat bahwa berdasarkan sudut pandang sifat
hubungannya, hubungan hukum fasilitas pelayanan kesehatan dengan pasien dalam
pelayanan kesehatan merupakan hubungan hukum timbal balik karena fasilitas
pelayanan kesehatan dan pasien keduanya bmemiliki hak dan kewajiban dalam

Dari adanya hubungan hukum antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pasien
menimbulkan juga suatu akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan
oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum (Mas,
2004). Akibat hukum ini timbul karena Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan
perantara pertama dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan.

Sebagai perantara antara Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dengan pasien,
Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara tidak langsung memiliki perjanjian dengan
pasien. Perjanjian ini timbul dari kesepakatan antara Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan dan Pasien berdasarkan prinsip kesetaraan dan transparansi (McCartney
dkk., 2024).

Maksud dari adanya perjanjian tersebut adalah dalam menjalankan praktik,
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan akan memberikan Pelayanan Kesehatan kepada
Pasien dengan melaksanakan upaya terbaik yang dilakukan sesuai dengan norma,
standar pelayanan, dan standar profesi serta kebutuhan Kesehatan pasien. Upaya
terbaik yang dimaksudkan disini tidak menjamin keberhasilan Pelayanan Kesehatan
yang diberikan. (Pasal 280 Undang-Undang No. 17 tahun 2023)

Sebelum melakukan perjanjian untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan,
tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut bisa dianggap
dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa ada 4 syarat yang
harus dipenuhi agar perjanjian bisa dianggap sah yaitu :

1) Kesepakatan para pihak

Dalam Pelayanan Kesehatan yang dimaksud dengan kesepakatan para pihak
adalah kesesuaian yang terjadi antara pihak, bahwa pihak penerima pelayanan
Kesehatan adalah pasien dan pihak yang memberikan pelayanan Kesehatan adalah
Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan (SDM Kesehatan).

2) Kecakapan para pihak

Pelaksanaan perjajian dalam Pelayanan Kesehatan harus dilakukan oleh orang-
orang yang cakap. Cakap adalah kemampuan seseorang dalam bertindak secara hukum
dan dapat menanggung suatu akibat hukum. Sehingga dengan kecakapan para pihak
yang terlibat, perjanjian bisa memiliki kekuatan secara hukum.

3) Suatu hal tertentu

Hal tertentu yang dimaksudkan adalah bahwa dalam perjanjian harus ada suatu
hal yang dijanjikan atau menjadi perjanjian antara para pihak. Hal tertentu yang
dimaksud dalam Pelayanan Kesehatan adalah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
akan memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Pasien dengan melaksanakan upaya
terbaik dan pasien harus melaksanakan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan
Pelayanan Kesehatan tersebut.

4) Sebab yang halal

Suatu perjanjian harus memiliki sebab yang halal artinya perjanjian tersebut harus
memiliki isi dan tujuan yang baik agar bisa dicapai oleh para pihak. Tujuan dari adanya
Pelayanan Kesehatan adalah untuk melakukan upaya penyembuhan yang dapat
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memelihara dan meningkatkan Kesehatan bagi masyarakat secara luas yang
berorientasi atas asas kekeluargaan, mencakup kegiatan peningkatan kualitas
kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit
(kuratif), pemulihan kesehatan (rehabilitatif) dan paliatif.

Jika semua persyaratan tersebut dapat dipenuhi, maka perjanjian yang terjadi
dalam Pelayanan Kesehatan dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan secara hukum
tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan,
maka Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Pimpinan dari Fasilitas Pelayanan

Sebagai contoh, pada pasal 283 ayat (2) Undang-undang No. 17 tahun 2023
dijelaskan bahwa dalam berpraktik, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas
Pelayanan  Kesehatan, pimpinan Fasilitas Pelayanan  Kesehatan  wajib
menginformasikan daftar nama, nomor SIP dan STR, serta jadwal praktik Tenaga Medis
dan Tenaga Kesehatan.

Apabila Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan pimpinan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, maka akan dikenai
sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran lisan,
peringatan tertulis, denda administratif dan/atau pencabutan izin (Pasal 283 ayat (4)
Undang-Undang No. 17 tahun 2023).

Pemberian sanksi tentunya ditentukan berdasarkan dari kerugian yang dialami
pasien dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. Jika Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehatan yang dimintai pertanggungiawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan
dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata,
harus dimintakan rekomendasi dari majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin
profesi menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan (Pasal 308 Undang-Undang No. 17 tahun 2023)

Sama juga dengan pemberian sanksi pidana bagi Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks
rumusan Pasal 308 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2023 jelas bahwa rumusan
perbuatan yang melanggar hukum merujuk pada suatu tindak pidana. Perbuatan yang
melanggar hukum yang dirujuk dan dimaksudkan dalam Pasal 308 ayat (1) Undang-
undang No. 17 tahun 2023 tidak lagi mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata,
melainkan merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang
No. 17 tahun 2023 sebagai lex spesialis, dan pada ketentuan dalam KUH Pidana sebagai
lege generali.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan menimbulkan hubungan hukum antara
masyarakat dengan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang merupakan bagian dari
Sumber Daya Manusia Kesehatan. Hubungan hukum tersebut terjadi karena antara
masyarakat dan Sumber Daya Manusia Kesehatan memiliki hak dan kewajiban yang saling
terkait dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. Sehingga hubungan hukum yang terjadi
dalam pelayanan Kesehatan antara masyarakat dengan SDM Kesehatan merupakan
hubungan hukum timbal balik karena para pihak yang berhubungan sama-sama memiliki
hak dan kewajiban. Sedangkan jika berdasarkan sudut pandang peristiwa hukumnya,
hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan merupakan hubungan hukum bersegi dua
karena merupakan hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban
pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing berwenang/berhak untuk
meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban
memberi sesuatu kepada pihak lainnya.
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Selain itu, pelaksanaan Pelayanan Kesehatan juga melibatkan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang merupakan dasar terjadinya hubngan antara pasien dan SDM Kesehatan
dalam melakukan suatu upaya Kesehatan. Karena hal tersebut, Fasilitas Pelayanan
Kesehatan memiliki juga hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pelaksanaan
pemberian Pelayanan Kesehatan kepada pasien.

Dari hak dan kewajiban yang dimiliki pasien serta hak dan kewajiban yang dimiliki
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat terlihat bahwa berdasarkan sudut pandang sifat
hubungannya, hubungan hukum fasilitas pelayanan kesehatan dengan pasien dalam
pelayanan kesehatan merupakan hubungan hukum yang saling bertimbal balik juga
karena adanya hak dan kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan yang bertimbal balik
dengan hak dan kewajiban pasien dalam pemberian pelayanan kesehatan. Sedangkan jika
berdasarkan sudut pandang peristiwa hukumnya, hubungan hukum fasilitas pelayanan
kesehatan dengan pasien dalam pelayanan kesehatan merupakan adalah hubungan
hukum yang mendasari adanya hubungan hukum sumber daya manusia kesehatan yang
ada pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan pasien.
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